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ABSTRACT

The rise of school principals with multiple positions in Indonesia raises concerns about the quality of the schools
they lead, especially their duties as school managers. This study aims to find out cases of dual school principals
and their effects on elementary school management. This study uses a qualitative method with multiple case
study designs. Data collection used an open interview instrument with 4 school principals with multiple
positions in Cirebon City, West Java. The research questions will include (1) Why do cases of multiple positions
occur? (2) What are the duties of the school principal with multiple positions? (3) What is the influence of the
multi-position school principal on elementary school management? As for the data analysis used is thematic
analysis. The results showed that school principals with multiple positions occurred because there was no
replacement principal when the previous principal died or retired so that another principal was used as a
temporary replacement. This substitute principal continues to carry out his duties as a normal principal.
However, with this double burden, substitute principals experience physical and mental fatigue, thereby
reducing work effectiveness, besides that there is no significant effect on school principals who hold concurrent
positions on the quality of school management. With this research, it is hoped that it will be able to become a new
point of view regarding school principals with multiple positions in Indonesia.

Keywords: principal; multiple position; primary school management

ABSTRAK

Maraknya kepala sekolah kasus rangkap jabatan di Indonesia menimbulkan kekhawatiran tentang
kualitas sekolah yang dipimpinnya, terutama tugasnya sebagai manajer sekolah. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui kasus rangkap jabatan kepala sekolah dan pengaruhnya terhadap
manajemen sekolah dasar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain studi kasus
jamak. Pengumpulan data menggunakan instrumen wawancara terbuka kepada 4 kepala sekolah
rangkap jabatan di Kota Cirebon, Jawa Barat. Adapun pertanyaan penelitian akan mencakup (1)
Mengapa kasus rangkap jabatan bisa terjadi ? (2) Bagaimana tugas kepala sekolah rangkap jabatan ?
(3) Bagaimana pengaruh kepala sekolah rangkap jabatan terhadap manajemen sekolah dasar ?
Sedangkan untuk analisis data yang digunakan adalah analisis tematik. Hasil penelitian
menunjukkan kepala sekolah rangkap jabatan terjadi karena tidak adanya kepala sekolah pengganti
saat kepala sekolah sebelumnya meninggal dunia ataupun pensiun sehingga menggunakan kepala
sekolah lain untuk menjadi pengganti sementaranya. Kepala sekolah pengganti ini tetap mengerjakan
tugasnya sebagaimana kepala sekolah pada biasa. Namun, dengan beban ganda tersebut menjadikan
kepala sekolah pengganti mengalami kelelahan fisik dan mental sehingga menurunkan efektivitas
pekerjaan, selain itu tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap kepala sekolah yang merangkap
jabatan dengan kualitas manajemen sekolah. Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu
menjadi sudut pandang baru mengenai kepala sekolah rangkap jabatan di Indonesia.

Kata Kunci: kepala sekolah; rangkap jabatan; manajemen sekolah dasar
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Pendahuluan

Kepala sekolah adalah pemeran utama dalam keberlangsungan sebuah institusi
pendidikan, baik atau buruknya sebuah institusi pendidikan akan bergantung dari
kemampuan kepala sekolah dalam melaksanakan tugas-tugasnya (Liljenberg & Andersson,
2021; Perni, 2017; Winingsih & Sulistiono, 2020). Kepala sekolah berperan penting dalam
menentukan arah dan kecepatan perkembangan sekolah (Meyer et al., 2020; Rukandi et al.,
2023). Sebagai organisasi yang kompleks, sekolah membutuhkan koordinasi yang baik agar
dapat berfungsi dengan efektif, oleh karena itu kepala sekolah memiliki tanggung jawab untuk
memimpin dan mengatur koordinasi di dalam sekolah guna mencapai tujuan bersama.
(Liebowitz & Porter, 2019; Mahfud, 2021). Penelitian-penelitian terdahulu telah menunjukkan
bahwa kepemimpinan kepala sekolah merupakan faktor penting untuk peningkatan kualitas
sekolah (Julia, Supriatna, et al., 2020; Leithwood et al., 2020; Mudofar, 2022). Dalam tugasnya
sebagai pemimpin sekolah setidaknya terdapat lima kompetensi yang harus dimiliki oleh
seorang kepala sekolah, dimulai dari kompetensi kepribadian, kewirausahaan, supervisi,
sosial dan manajerial (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007). Dari
kelima kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang kepala sekolah, salah satu yang sangat
menentukan peningkatan kualitas sekolah adalah kemampuan manajerial (Aziz, 2015; Bandur
et al., 2022; Bush & Glover, 2016; Pratiwi, 2016).

Manajemen merupakan kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh sumber daya
manusia dalam rangka mencapai suatu tujuan dengan memanfaatkan seluruh sumber daya
yang dimiliki (Marini, 2014; Sewang, 2015; Sherly et al., 2020; Tumanggor et al., 2021). Maka
manajemen sekolah dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh kepala
sekolah untuk mencapai tujuan sekolah yang sudah ditetapkan dengan memanfaatkan
sumber daya sekolah.

Manajemen sekolah memiliki ruang lingkup yang sangat luas, meliputi sumber daya
berupa man sebagai penggeraknya, money sebagai pendukung kegiatan operasional, material
sebagai kurikulum pendidikan yang digunakan serta sarana-prasarana, machine berkaitan
dengan pemanfaat teknologi, method berkaitan dengan kegiatan yang efektif dan efisien, market
berkaitan dengan kualitas yang ditawarkan oleh sekolah kepada masyarakat setempat,
information berkaitan dengan kemampuan untuk menyaring informasi terbaru dan
bermanfaat, serta time berkaitan dengan waktu pelaksanaan suatu kegiatan (Komariah, 2021;
Sherly et al., 2020). Dengan luasnya ruang lingkup manajemen sekolah tersebut tentunya
manajemen sekolah menjadi salah satu faktor yang akan menentukan kualitas sekolah (Lessa
et al., 2018), karena secara tidak langsung kepala sekolah akan menentukan kinerja guru,
keefektifan kurikulum, sarana pembelajaran, prasarana pembelajaran, waktu dan proses
pembelajaran (Fourie, 2018; Parveen et al., 2022; Seiser & Soderstrom, 2022). Oleh sebab itu
seorang kepala sekolah harus memiliki pengetahuan terkait konsep dasar manajemen sekolah
untuk mengelola sekolah yang dipimpinnya (Julaiha, 2019; Sherly et al., 2020).

Memimpin sekolah tentunya tidak mudah karena dibebankan oleh banyak tugas, apalagi
kemajuan atau kemunduran sekolah bergantung dari kemampuan manajerial kepala sekolah
(Sherly et al., 2020; Sunaengsih et al., 2019). Dalam pelaksanaannya pun tidaklah semudah
yang diharapkan, selalu terdapat permasalahan-permasalahan yang kerap timbul dalam
pelaksanaannya terlepas dari kepala sekolah baru maupun kepala sekolah yang sudah
berpengalaman (Montecinos et al., 2018), masalah-masalah manajemen tersebut bisa berasal
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dari faktor internal seperti kurangnya pemahaman kepala sekolah terhadap manajemen
sekolah, hingga faktor eksternal seperti kualitas pendidik yang kurang mampu
memaksimalkan penggunaan teknologi dalam pembelajaran, peserta didik yang tidak
mumpuni, atau kurangnya pendanaan sarana dan prasarana yang seringkali menjadi
permasalahan pendidikan di Indonesia (Julia et al, 2020; Triyarsih, 2019). Hal ini
mengakibatkan manajemen pendidikan masih menjadi salah satu masalah utama yang
menyebabkan krisis di dunia pendidikan Indonesia (Lisnawati, 2018). Masalah-masalah
tersebut tentunya menyebabkan manajemen sekolah tidak berjalan sebagaimana mestinya
sehingga menghambat kepala sekolah untuk mencapai tujuan sekolah. Namun masalah dalam
ruang lingkup manajemen sekolah kembali bertambah, salah satu problematika yang saat ini
muncul adalah kepala sekolah yang diharuskan merangkap jabatan di dua sekolah dasar.

Rangkap jabatan adalah kondisi seseorang yang memegang dua jabatan atau lebih disaat
bersamaan (Pratiwi R S, 2019; Rahmanita et al., 2021), dan saat ini banyak kepala sekolah di
Indonesia yang harus memimpin dua sekolah di saat yang bersamaan, utamanya adalah pada
tingkat sekolah dasar. Faktor utama dari adanya kepala sekolah rangkap jabatan adalah
kurangnya kepala sekolah di wilayah-wilayah tertentu sehingga pemerintah setempat
mengatasi kekurangan tersebut dengan memberikan tugas kepada para kepala sekolah yang
sudah ada untuk merangkap jabatan di sekolah lain. Tentunya praktik rangkap jabatan ini
dilakukan secara konstitusional dan sesuai dengan norma dan kaidah hukum yang berlaku,
sehingga hal tersebut dapat dianggap sebagai tindakan yang sah secara hukum. Terlebih lagi
tugas tersebut diberikan langsung oleh lembaga pendidikan di wilayah tersebut (Kohongia &
Achir, 2019).

Hal ini akan berdampak dalam efektivitas pekerjaan kepala sekolah, karena kepala
sekolah yang merangkap jabatan akan menerima beban ganda dalam tugasnya. Padahal untuk
tugasnya sebagai seorang manajer sekolah saja, kepala sekolah bertanggung jawab terhadap
perencanaan, pelaksanaan, penilaian, perubahan, dan perbaikan program pengajaran di
sekolah (Kadarsih et al., 2020). Seperti yang terjadi dalam penelitian Ruminten et al (2022) yang
menunjukkan bahwa kepala sekolah yang melakukan rangkap jabatan tetap mengerjakan
tugas-tugasnya dengan baik namun tetap menghasilkan ketidakfektifan dalam prosesnya
karena waktu pembagian waktu yang sulit. Ditambah jika kita melihat penelitian terdahulu
yang membahas rangkap jabatan di dalam maupun di luar konteks pendidikan juga
menghasilkan kesimpulan yang sama, yaitu ketidakefektifan dalam pelaksanaannya
(Nurmalasari et al., 2019; Prastika et al., 2015).

Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk menelusuri bagaimana dan mengapa kepala
sekolah melakukan rangkap jabatan di dua sekolah dasar, serta bagaimana pengaruh rangkap
jabatan tersebut terhadap manajemen masing-masing sekolah. Penelitian ini penting
dilakukan karena peristiwa rangkap jabatan selalu menuai banyak sekali pro dan kontra dari
masyarakat (Charity, 2016; Kohongia & Achir, 2019), oleh sebab itu dengan adanya penelitian
ini diharapkan menjadi jendela baru untuk melihat peristiwa rangkap jabatan yang dilakukan
kepala sekolah di dua sekolah dasar secara lebih dekat dan memberikan gambaran terkait
pengaruh kepala sekolah rangkap jabatan terhadap manajemen sekolah, selain itu penelitian
ini memberikan kebaharuan berupa topik-topik yang lebih spesifik dan tidak umum serta
membahas salah satu aspek terpenting dalam kualitas sekolah, yaitu manajemen sekolah.
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Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian studi kasus
jamak atau multiple case. Studi kasus jamak merupakan penelitian yang dilakukan dengan
menggunakan lebih dari satu kasus untuk menggambarkan suatu peristiwa dengan
mengambil banyak kasus untuk menjelaskannya (Creswell, 2007). Tujuan penelitian studi
kasus adalah menjelaskan mengapa dan bagaimana suatu kasus dapat terjadi (Yin, 2014),
kaitanya dengan penelitian ini adalah berusaha untuk menjelaskan mengapa dan bagaimana
kepala sekolah dapat merangkap jabatan di sekolah lain dan pengaruhnya dalam manajemen
setiap sekolah. Sedangkan pola yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus
eksplanatoris, yaitu menjelaskan bagaimana suatu hal bisa terjadi dan menjelaskan bagaimana
hubungan antar variabelnya (Yin, 2014).

Subjek penelitian dari studi kasus ini adalah kepala sekolah yang sedang merangkap
jabatan di dua sekolah dasar di Kota Cirebon, data ini didapatkan dengan menanyakan secara
langsung kepada kordinator wilayah di setiap kecamatan di Kota Cirebon. Data yang
diperoleh adalah empat kepala sekolah yang berada di masing-masing kecamatan di Kota
Cirebon kecuali Kecamatan Kejaksan. Berikut disajikan tabel subjek penelitian.

Tabel 1. Keterangan Subjek Peneltian

Inisial Nama Daerah Sekolah Keterangan
SA Kecamatan Pekalipan KP1
YP Kecamatan Harjamukti KP2
ES Kecamatan Lemahwungkuk KP3
IK Kecamatan Kesambi KP4

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan
instrumen wawancara, lebih tepatnya adalah wawancara bertipe open-ended. Tipe wawancara
ini digunakan untuk mendapatkan jawaban yang luas berdasarkan pemikiran dari responden
(Sugiyono, 2013), selain itu peneliti juga memberikan kesempatan kepada informan untuk
memberikan opini tentang peristiwa yang sedang terjadi (Hamzah, 2020). Adapun pertanyaan
wawancara akan meliputi (1) Mengapa kasus rangkap jabatan bisa terjadi ? (2) Bagaimana
tugas kepala sekolah rangkap jabatan ? (3) Bagaimana pengaruh kepala sekolah rangkap
jabatan terhadap manajemen sekolah dasar ? Analisis data yang digunakan dalam penelitian
ini adaah analisis tematik dan dalam pelaksananya peneliti mengumpulkan data di lapangan
yang setelahnya dilakukan pengolahan data dan disajikan dalam bentuk tema-tema (Braun &
Clarke, 2006). Serta dalam keabsahan data dilakukan dengan cara member checking serta
triangulasi lokasi.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini berfokus kepada kinerja dan pengalaman para kepala sekolah di kedua
sekolah dasar yang dipimpinnya, serta pengaruh dari rangkap jabatan tersebut bagi
manajemen kedua sekolah dasar. Hasil dari pengumpulan data diuraikan ke dalam tema-tema
sebagai berikut: (1) Pelantikan Kepala Sekolah Yang Lama Berakibat Pada Maraknya Kasus
Rangkap Jabatan (2) Pemilihan Kepala Sekolah Rangkap Jabatan Yang Tidak Konsisten (3)
Keinginan Menolak Terhadap Kasus Rangkap Jabatan (4) Perbedaan Pandangan Kepala
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Sekolah Terhadap Bantuan Guru (5) Cara Kepala Sekolah Menjawab Tantangan Manajerial (6)
Pelaksanaan Manajemen Sekolah Dasar Yang Tidak Efektif
Pelantikan Kepala Sekolah Yang Lama Menghasilkan Maraknya Kasus Rangkap Jabatan

Rangkap jabatan seringkali ditemukan dalam berbagai bidang, tak terkecuali dalam
bidang pendidikan. Rangkap jabatan dalam lingkungan sekolah dasar umumnya dilakukan
oleh guru-guru untuk tetap menunjang kegiatan-kegiatan di sekolah sehingga sekolah bisa
berjalan dengan baik. Namun terdapat suatu kasus unik yaitu kepala sekolah yang memimpin
di dua sekolah dasar. Lantas apa alasan dari pengadaan kepala sekolah rangkap jabatan ?
Dalam hal ini KP3 menjelaskan.”Biasanya rangkap jabatan itu dikarenakan sedang adanya
kekosongan. Saat kepala sekolah yang mengakibatkan sekolah mengalami kekosongan,
namun disaat yang bersamaan tidak ada kepala sekolah penggantinya serta dinas pendidikan
belum memberikan SK kepada guru-guru yang akan diangkat menjadi kepala sekolah
sehingga sekolah tersebut tidak memiliki kepala sekolah. Maka, langkah pertama yang
diambil pemerintahan kota atau dinas pendidikan adalah dengan mengangkat kepala sekolah
yang sudah ada sebagai PLT (Pelaksana Tugas) dan biasanya kepala sekolah itu sudah lebih
dari 4 tahun menjadi kepala sekolah.” (KP3)Hal ini ditambahkan pula oleh KP2 yang
menyatakan.”.... kesimpulannya tidak ada kepala sekolah yang baru untuk menggantikannya
dan membutuhkan proses yang panjang untuk mengadakannya.” (KP2)KP3 menambahkan
pula perihal mengapa tidak ada pengangkatan kepala sekolah baru saat suatu sekolah
mengalami kekosongan posisi kepala sekolah.”Pelantikan kepala sekolah sesuai kebutuhan,
jadi saat disdik tau pada tahun 2023 akan ada yang pensiun 10 orang maka kita ajukan ke
pemda. Jika pemda memiliki jadwal pelantikan nasional pada bulan mei, maka dilihat
pengangkatan kepala sekolah dalam rentang saat ini hingga mei itu ada berapa orang jika ada
5 maka 5 dulu yang dilantik, sedangkan 5 calon sisanya nanti kalau ada jadwal selanjutnya.
Jadi disdik hanya mengusulkan kepala sekolah baru.”

Jawaban dari para kepala sekolah menunjukkan bahwa alasan utama dari adanya kepala
sekolah rangkap jabatan adalah untuk mengisi kekosongan dari kepala sekolah yang pensiun
maupun meninggal. Namun sesungguhnya hal ini bisa saja dicegah, terutama bagi kasus
kepala sekolah yang akan pensiun, karena kepala sekolah yang akan pensiun dapat ditentukan
kapan kepala sekolah tersebut akan turun dari jabatannya. Pemerintah bisa merencanakan
dari jauh-jauh hari untuk mengangkat calon kepala sekolah agar bisa mengisi kekosongan
yang akan datang tersebut. Sayangnya, justru pemerintah membuat jadwal pelantikan yang
yang tidak menentu dan proses yang dilalui hingga penurunan surat keputusan Kepala
sekolah sangat lama sehingga banyak sekolah yang mengalami kekosongan posisi kepala
sekolah dan harus menunggu kepala sekolah baru. Oleh karena itu, untuk menanggulanginya
maka dipilih kepala sekolah yang sudah ada untuk merangkap jabatan. Dengan demikian
keberlangsungan kegiatan sekolah tetap terjaga sehingga sekolah tidak mengalami masalah
(Mansir & Alamin, 2022).

Pemilihan Kepala Sekolah Rangkap Jabatan Yang Tidak Konsisten

Dalam menentukan pilihan kepala sekolah yang akan merangkap jabatan tentunya
memiliki persyaratan tertentu sehingga menjadi dasar bagi kepala sekolah dapat dipilih untuk
mengemban kewajiban tersebut. Dalam hal ini KP2 menjelaskan

“Tergantung kebijakan, tidak harus dekat, kadang-kadang mana yang dilihat mampu
maka itu yang akan ditugaskan menggantikan.” (KP2)
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Meskipun persyaratan pemilihan kepala sekolah untuk rangkap jabatan memiliki
perbedaan antar kepala sekolah namun para kepala sekolah yang ditunjuk tersebut
diharuskan menerima tawaran yang diberikan, kecuali memiliki alasan yang cukup kuat
untuk menolak tawaran tersebut, menurut KP4 tawaran tersebut harus diterima karena
merupakan bagian dari tugasnya sebagai abdi negara, lebih lengkapnya disebutkan. “Begini,
karena saya ASN jadi ketika pimpinan meminta saya untuk memegang kepala sekolah
rangkap maka harus mau, jadi mau tidak mau ya memang harus mau, karena itu adalah
kewajiban saya sebagai ASN, tidak bisa menolak.” (KP4).Dari jawaban tersebut ditemukan
fakta bahwa kepala sekolah yang akan merangkap jabatan tidak memiliki persyaratan yang
pasti, hal ini ditunjukkan dengan perbedaan antar kepala sekolah dalam hal pemilihannya,
bagi KP1 dipilih karena jarak yang dekat dan senioritas, KP2 dipilih karena jarak yang dekat
meskipun baru 2 tahun menjadi kepala sekolah, KP3 dipilih karena kesanggupannya dan KP
4 dipilih karena jarak yang dekat. Perbedaan persyaratan ini tentunya akan membingungkan
kepala sekolah yang akan merangkap jabatan karena tidak adanya kepastian peraturan yang
berlaku, indikasi ini tentunya menunjukkan pemilihan kepala sekolah masih sangat
bergantung kepada kebijakan masing-masing pimpinan di daerahnya (Purwanto, 2016).

Terlepas dari syarat pemilihan yang tidak sama semua jawaban kepala sekolah
menghasilkan satu suara, yaitu setuju jika tawaran rangkap jabatan yang diberikan tersebut
tidak bisa ditolak karena sudah menjadi bagian dari tugas ASN untuk selalu mematuhi tugas
dari pimpinan (Bandiyono et al., 2016), meskipun begitu para kepala sekolah sebenarnya ingin
menolak hal tersebut karena tanggungjawab yang diberikan terlalu berat.

Keinginan Menolak Terhadap Kasus Rangkap Jabatan

Sebagai kepala sekolah yang memimpin dua sekolah di saat yang bersamaan tentunya
kewajiban yang harus dilakukan oleh kepala sekolah akan bertambah seperti pelaksanaan
tugas pokok, namun apakah tugas yang diemban oleh kepala sekolah rangkap jabatan
memiliki perbedaan dengan kepala sekolah umum ? Dalam hal ini KP1 menjelaskan.”Kalau
tupoksi sama antara sekolah satu dan sekolah dua tetap melaksanakan tupoksinya, tidak
kurang tidak lebih jadi memperlakukan kedua sekolah sama.” (KP1).Hal ini memperlihakan
bahwa tugas kepala sekolah tidak memiliki perbedaan selain tugasnya yang menjadi lebih
banyak, lebih lanjut lagi ditanyakan pula dampak dari pengadaan rangkap jabatan tersebut
terhadap sekolah maupun diri pribadi kepala sekolah yang sedang merangkap dengan
menanyakan sisi positif dan negatif dari kasus tersebut, dalam hal ini KP1 menyatakan;”Sisi
positifnya saya pribadi bisa membandingkan karakter kedua sekolah, dengan adanya
perbedaan karakter dari masing-masing guru ataupun kebiasaan di suatu sekolah saya bisa
membandingkan apabila di salah satu sekolah lebih baik maka saya biasanya memasukan hal
tersebut ke SD satunya. Tapi tidak secara eksplisit karena jika demikian nanti di sekolah
tersebut merasa di banding-bandingkan sehingga tidak etis, paling saya kasih masukan dan
ngasih pendapat saja.” (KP1).Selain itu KP3 menambahkan bahwa dampak positif bagi sekolah
menurutnya adalah”Sisi positifnya sekolah tetap terjaga oleh kepala sekolah, termonev oleh
kepala sekolah, kemudian langkah-langkahnya terarah.” (KP3).Sedangkan untuk sisi negatif
yang dirasakan oleh kepala sekolah rangkap jabatan disampaikan oleh KP4 bahwa.”...
negatifnya tidak bisa kontrol tiap hari karena ketika saya disini otomatis saya tidak tau disana
bagaimana, jadi kita tidak bisa fokus di satu sekolah, oleh sebab itu saya selalu mengecek
kondisinya dengan menelpon.” (KP4).Hal ini ditambahkan oleh KP2 yang menyatakan.”...
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negatifnya banyak permasalahan yang harus diselesaikan, kerepotan, kadang-kadang
kecapean karena harus ke dua lembaga.” (KP2) .Hal tersebut menunjukkan bahwa kepala
sekolah yang sedang merangkap jabatan tidak mendapatkan keuntungan selain
keberlangsungan sekolah yang terjaga, tidak ada penghargaan bagi tugasnya dalam
menjalankan dua sekolah dasar, lebih lanjut lagi kepala sekolah tidak mendapatkan insentif
sama sekali dari pekerjaan ganda ini, hal ini disampaikan oleh KP4.” Cuman satu. Jadi hanya
tenaga dan pikirannya yang dibagi dua, kalau tambahan tidak ada sama sekali, kalau kepala
sekolah tidak ada, murni tugas tambahan saja.” (KP4). Tanggungjawab yang bertambah,
keuntungan yang minim, serta tidak adanya bayaran dalam tugasnya menyebabkan sebagian
kepala sekolah menginginkan rangkap jabatan untuk ditiadakan, seperti yang KP3
katakan.“Tapi saya berharap begitu kalau perlu tidak usah ada PLT, jujur capek. Saya yang
terbiasa membagi waktu punya kendaraan juga seperti ada beban untuk meninggalkan
sekolah, kalaupun pagi disini siang disana capek banget.” (KP3).

Berdasarkan jabawan-jawaban tersebut diketahui bahwa tugas kepala sekolah tidak
memiliki perbedaan dengan kepala sekolah pada umumnya, kepala sekolah tetap
menjalankan tupoksinya sebagai kepala sekolah dan menjadi supervisor serta manajer
sekolah, yang membedakan hanyalah intensitas pekerjaan yang menjadi ganda. Namun
tentunya pekerjaan yang menjadi lebih banyak bukan hanya menimbulkan kelelahan fisik bagi
kepala sekolah namun juga menggangu kesehatan mentalnya (Shimazu et al., 2018). Hal ini
akan mengakibatkan menurunnya kinerja kepala sekolah. Padahal jika seorang kepala sekolah
tidak bisa mengerjakan pekerjaannya dengan baik maka dampak yang ditimbulkan dapat
dirasakan oleh sekolah yang dipimpinnya (Beausaert et al., 2016).

Namun tentunya pengadaan kepala sekolah rangkap jabatan juga memiliki sisi positif dan
negatifnya tersendiri. Sisi positif yang diterima oleh kepala sekolah adalah pengalaman dalam
memimpin dua sekolah dasar, sementara itu untuk sisi positif bagi sekolah adalah
keberlangsungan kegiatan sekolah yang masih terjaga dan adaptasi kegiatan baru yang
bermanfaat antar sekolah, sehingga kedua sekolah medapatkan manfaat (Munadlir, 2016).
Namun kelemahan dari rangkap jabatan ini adalah hilangnya kontrol penuh terhadap kedua
sekolah karena tidak selalu berada di satu sekolah, selain itu masalah yang jauh lebih banyak
dapat menyebabkan kelelahan fisik dan mental bagi kepala sekolah. Kelebihan dan
kekurangan yang timbul dari kasus rangkap jabatan ini menunjukkan bahwa program
rangkap jabatan diadakan semata-mata hanya untuk menjalankan keberlangsungan sekolah
saja sembari menunggu pengangkatan kepala sekolah baru, sehingga dalam prosesnya tidak
memberikan hal positif lebih yang dapat diterima kepala sekolah selain pengalaman
memimpin dua sekolah.

Diketahui pula bahwa para kepala sekolah yang merangkap tidak mendapatkan insentif
sama sekali atas jasa-jasanya, kenyataan ini menunjukkan kurangnya apresiasi yang diterima
oleh para kepala sekolah yang merangkap jabatan, padahal kepala sekolah yang merangkap
jabatan harus bertanggungjawab terhadap keberlangsungan dan peningkatan kualitas sekolah
yang dipimpinnya (Wahlstrom & Louis, 2008), tentunya hal ini juga menjadi landasan kepala
sekolah tidak mengingkan adanya rangkap jabatan. Jika saja pemerintah memberikan insentif
terhadap tugas tambahan kepala sekolah ini maka dapat menjadi motivasi dan kompensasi
finansial terhadap kerja keras kepala sekolah (Hester et al., 2020).
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Perbedaan Pandangan Kepala Sekolah Terhadap Bantuan Guru

Dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala sekolah rangkap jabatan tentunya tidak
sendirian dalam pelaksanaannya, akan ada guru-guru yang membantu kepala sekolah untuk
meningkatkan kualitas sekolah. Khusus bagi kepala sekolah rangkap jabatan terdapat kepala
sekolah yang memilih guru delegasi sebagai sosok perwakilannya di sekolah penugasan, hal
ini disampaikan oleh KP1. “Yang jelas sebetulnya di tiap sekolah sudah ada pendelegasian
tugas, khususnya yang PLT saya memberikan kepercayaan kepada guru senior, ketika saya
tidak bisa bertugas maka akan saya komunikasikan dengan guru senior tersebut sebagai
pengganti saya.” (KP1).Namun tidak semua kepala sekolah melakukan hal ini, seperti yang
KP3 katakan. “Kalau di sekolah dasar tidak ada seperti itu jadi ketika ada kegiatan seperti itu
kita tidak bisa menyuruh guru.” (KP3)

Hal ini menunjukkan perbedaan pendapat kepala sekolah terhadap pendelegasian guru
sebagai perwakilan kepala sekolah. Sebagian kepala sekolah melakukan hal tersebut sebagai
bagian dari kontrol sekolah karena tidak selalu berada di tempat tersebut, sedangkan sebagian
lain tidak melakukannya karena tidak ada peraturan demikian sehingga selalu
memaksimalkan diri untuk hadir di setiap kegiatan dan acara. Namun tentunya perbedaan ini
tidak menimbulkan permasalahan karena hal tersebut merupakan hak prerogatif kepala
sekolah (Rosyadi & Pardjono, 2015).

Namun dalam menjalankan urusan-urusan sekolah, kepala sekolah yang merangkap
jabatan tetap mendapatkan bantuan dari guru di berbagai bidang sesuai kebutuhan masing-
masing sekolah, mulai dari melakukan perencanaan di sekolah, menyelesaikan masalah yang
timbul di sekolah, membantu dalam mengelola dan mencatat sarana serta prasarana,
mengurus keuangan sekolah, dan tata usaha di sekolah (Silvana et al., 2019).

Cara Kepala Sekolah Menjawab Tantangan Manajerial

Dalam tugasnya sebagai manajer di dua sekolah tentunya seorang kepala sekolah akan
menghadapi tantangan dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan suatu permasalahan yang
terjadi di kedua sekolah tersebut, cara termudah untuk mengidentifikasi sebuah permasalahan
adalah melalui laporan-laporan dari guru seperti yang KP3 katakan. “Biasanya kendala-
kendala ini muncul berdasarkan laporan dari guru.” (KP3). Namun bukan itu saja, karena
permasalahan bisa ditemukan dengan melakukan observasi, seperti yang dilakukan oleh KP2
;“Dengan cara mengecek kondisi keseluruhan, dari catatan lalu dilihat di lapangan kondisinya
seperti apa, sesuai atau tidak dengan catatan.” (KP2).Adapun cara kepala sekolah untuk
menyelesaikannya bergantung dari permasalahan yang ditemukan. Seperti yang dikatakan
KP2.”Tergantung dari permasalahannya, kalau permasalahannya dari guru sendiri ya guru
tersebut yang membantunya, misalkan masalahnya pada anak-anak maka saya memberikan
masukan ataupun memberikan solusi nanti guru tersebut yang menyelesaikannya, namun
ketika masalahnya pada sekolah maka bapak yang turun.” (KP2). Hal ini dipertegas oleh KP3
yang mengatakan “Pasti, untuk masalah-masalah tertentu dibantu guru tapi ada juga masalah
yang memang harus saya yang memutuskan berkaitan dengan kebijakan, nah kalau
berdasarkan kebijakan saya putuskan ini boleh ini tidak boleh ini lanjut ini tidak tapi kalau
sifatnya bukan kebijakan biasanya dengan dipecahkan bersama dengan guru.” (KP3)

Oleh sebab itu sebagai manajer sekolah yang baik tentunya seorang kepala sekolah harus
mampu membuat perencanaan yang matang dalam menentukan kegiatan-kegiatan yang akan
dilakukan selama satu semester/satu tahun kedepan sehingga dapat meminimalisir ataupun
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mencegah permasalahan-permasalahan yang akan timbul, dalam perencanaan ini para kepala
sekolah tetap mengadakan rapat dengan guru-guru di kedua sekolah, seperti yang KP3
katakan. “Kita bikin program ya jadi kalau kepala sekolah itukan harus membuat program
kerja, nah itu kami khususnya membuat satu program kerja dalam satu tahun ini kita akan
melaksanakan apa saja. Nah nanti di PLT pun kita akan ngobrol dengan guru-guru apa yang
akan dikerjakan dalam satu tahun. Jadi dibuatkan sebuah rencana atau program kerja.” (KP3)

Berdasarkan jawaban-jawaban kepala sekolah tersebut dapat dilihat bahwa respon dan
kepekaan guru-guru sangat efisien dalam mengidentifikasi suatu permasalahan sehingga
dapat ditemukan sumber ataupun hal yang berpotensi menimbulkan suatu permasalahan
kedepannya. Selain dari identifikasi dan observasi yang dilakukan oleh kepala sekolah itu
sendiri (Permadani et al., 2018). Sedangkan dalam penyelesaiannya para kepala sekolah tidak
selalu mengadakan rapat jika ditemukan masalah di dalam sekolah, pemecahan masalahnya
sangat bergantung dari tingkat kesulitan maupun sumber permasalahannya, namun tentu
pemecahan masalahnya selalu mengarah kepada peningkatan sekolah untuk menjadi lebih
baik. Sehingga dalam menyelesaikannya dapat dilakukan dengan berbagai cara, bisa dengan
rapat, mengobrol secara langsung dengan yang bersangkutan, maupun diputuskan sendiri
jika permasalah tersebut memang tidak memerlukan masukan guru ataupun jika guru tidak
bisa menyelesaikannya (Kharismawati, 2019).

Terakhir untuk meminimalisir timbulnya suatu permasalahan maka perencanaan
program kerja selama satu semester sangat penting dilakukan, dalam perencanaan ini para
kepala sekolah tetap membuat perencanaan sebagaimana kepala sekolah pada umumnya
dengan melaksanakan rapat dengan para dewan guru untuk menentukan kegiatan
kedepannya, pelaksanaan rapat juga berguna sebagai wadah bagi para guru untuk bebas
berpendapat tentang ide-ide yang dimilikinya (Oktavia, 2014). Hal ini menunjukkan bahwa
manajemen sekolah dasar yang dipimpin oleh kepala sekolah rangkap jabatan tidak memiliki
kendala dalam mengatasi masalah-masalah yang timbul di dalam sekolah.

Ketidakefektifan Manajemen Sekolah Akibat Rangkap Jabatan

Kemampuan manajerial seorang kepala sekolah memiliki dampak yang signifikan dalam
peningkatan kualitas sekolah, lantas bagaimana jadinya jika kepala sekolah melaksanakan
tugasnya sebagai manajer dalam keadaan Rangkap Jabatan, KP1 menjelaskan. “Kalau dari
manajemen sekolah tidak banyak perubahan karena memang kita tinggal melaksanakan
program-program yang sudah ada, paling dampaknya pada pribadi yang bersangkutan bisa
menerima atau tidak karena capek. Kita double kerja tapi haknya tetep satu, makanya sepinter
pinternya kita aja, kecuali ada hal yang mendesak.” (KP1). Hal ini ditambahkan oleh KP2 yang
menyebutkan.”Yang bapak rasakan tidak semua tercover, dalam artian tercover hanya
waktunya saja lebih lama tapi selama bapak merangkap jabatan alhamdulillah semua
tercover.” (KP2). Dari jawaban tersebut menunjukan bahwa pengaruh dari rangkap jabatan
tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap manajemen sekolah. Dalam
pelaksanaannya, kepala sekolah yang sedang bertugas di sekolah penugasan hanya perlu
melanjutkan kegiatan-kegiatan yang sudah ada. Meskipun begitu, dengan kepala sekolah
memimpin dua sekolah disaat yang bersamaan akan membuat tugas-tugasnya dalam
memanajemen sekolah menjadi lebih lama dari biasanya karena membutuhkan waktu yang
lama pula untuk menyelesaikan berbagai hal di kedua sekolah dan menjadikan kepala sekolah
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lebih terkuras energinya. Dengan kata lain, kepala sekolah yang merangkap jabatan tetap akan
menghasilkan ketidakefektifan dalam pelaksanaannya karena tidak semua hal bisa langsung
dikerjakan oleh kepala sekolah meskipun sekolah tetap berjalan sebagaimana biasanya. Hal
ini mempertegas bahwa baik tidaknya manajemen sekolah tetap bergantung dari pengetahuan
dan kemampuan manajerial kepala sekolah dalam mengatur keberlangsungan kegiatan di
sekolah (Damayanti, 2017; Fitrah, 2017; Sunaengsih et al., 2021), meskipun perlu waktu lebih
lama bagi kepala sekolah rangkap jabatan dalam mengelola sekolah yang dipimpinnya namun
seorang kepala sekolah yang melakukan rangkap jabatan tidak memastikan sekolah yang
dipimpinnya mengalami kemunduran.

Adapun hasil analisis dari keenam tema yang sudah dijabarkan adalah pada tema satu
membahas mengenai pelantikan kepala sekolah rangkap jabatan yang dapat terjadi karena
mengisi kekosongan dari sekolah yang tidak memiliki kepala sekolah baru, kekosongan ini
diakibatkan dari lamanya proses pelantikan kepala sekolah baru. Tema dua berkaitan dengan
pemilihan calon kepala sekolah yang akan melakukan rangkap jabatan, namun diketahui
bahwa pemilihan tersebut tidak memiliki regulasi yang pasti, setiap kepala sekolah hampir
memiliki alasan pemilihan yang berbeda-beda dan sangat bergantung dari kebijakan
pemimipin daerahnya. Pada tema tiga menjelaskan tentang penolakan kepala sekolah yang
melakukan rangkap jabatan dikarenakan tanggung jawab yang sangat besar untuk tetap
menjalankan tugas pokoknya di kedua sekolah, selain itu keuntungan dari mejadi kepala
sekolah rangkap jabatan juga tidak banyak dan bahkan tidak mendapatkan insetif sama sekali
selama penugasan yang tidak diketahui sampai berapa lamanya. Tema empat terkait dengan
perbedaan pandangan kepala sekolah terhadap pendelegasian guru di sekolah penugasan,
sebagian kepala sekolah melakukannya agar kontrol guru dapat terwujud, namun sebagian
lagi tidak melakukannya karena dirasa tidak ada peraturan yang memperbolehkan
pendelegasian seperti itu. Tema lima membahas upaya manajemen sekolah yang dilakuka
oleh kepala sekolah rangkap jabatan yang dimulai dari perencanaan, identifikasi masalah,
hingga bentuk penyelsaian yang harus ditempuh. Terakhir pada tema enam menjelaskan
tentang ketidakefektifan kepala sekolah yang melakukan rangkap jabatan terhadap
manajemen sekolah dasar, meskipun manajemen sekolah tetap berjalan dengan baik namun
kepala sekolah yang melakukan rangkap jabatan perlu waktu yang lebih lama dalam
menyelesaikan permasalahan-permasalahan manajemen sekolah sehingga sekolah hanya
akan menjalankan manajemen sekolah tanpa improvisasi sama sekali.

Pada penelitian yang membahas kepala sekolah rangkap jabatan ini masih memiliki
kekurangan-kekurangan, seperti kurangnya instrumen penelitian yang digunakan karena
hanya menggunakan instrumen wawancara. Selain itu lokasi penelitian yang berada di kota
memiliki kemungkinan perbedaan hasil jika dilakukan di daerah kabupaten, hal ini
dikarenakan jarak antar sekolah di kabupaten lebih jauh sehingga kepala sekolah yang
melakukan rangkap jabatan berpotensi lebih kelelahan. Namun dengan adanya peneliti ini
diharapkan mampu menjadi pembaharuan informasi mengenai kasus kepala sekolah rangkap
jabatan yang kerap kali terjadi di Indonesia, terutama di Kota Cirebon. Penelitian ini
diharapkan pula menjadi pertimbangan untuk menyempurnakan regulasi terhadap kepala
sekolah yang akan melakukan rangkap jabatan dan rangkap jabatan itu sendiri di Indonesia,
selain itu penelitian ini dapat menjadi dasar untuk penelitian yang lebih lanjut lagi mengenai
kasus-kasus kepala sekolah rangkap jabatan di seluruh Indonesia.
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Kesimpulan

Kasus kepala sekolah rangkap jabatan dapat terjadi karena mengisi kekosongan jabatan
kepala sekolah yang diakibatkan oleh kepala sekolah yang meninggal maupun purna bakti,
namun disaat yang bersamaan tidak ada calon kepala sekolah yang menggantikannya. tugas
dari kepala sekolah rangkap jabatan tidak memiliki perbedaan dengan kepala sekolah umum.
Termasuk dalam tugasnya sebagai manajer yang harus mengelola banyak sekali unsur di
sekolah, para kepala sekolah masih mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Sehingga
dapat disimpulkan bahwa rangkap jabatan tidak memberikan dampak yang signifikan dalam
hal manajemen sekolah dasar. Namun kepala sekolah yang merangkap jabatan tetap
menghasilkan ketidakefektifan dalam prosesnya karena kepala sekolah yang merangkap
jabatan menggunakan lebih banyak waktu dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Penelitian
ini diharapkan mampu menjadi sudut pandang baru mengenai kasus rangkap jabatan serta
pengaruh rangkap jabatan tersebut bagi manajemen sekolah dasar, serta menjadi
pertimbangan untuk lebih memperhatikan regulasi rangkap jabatan kepala sekolah, dan
mendorong penelitian lebih lanjut mengenai rangkap jabatan kepala sekolah.
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